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PEMERINTI\.H KABUPATEN KATINGAN

PERATUI{AN BUPATI KATINGAN
NOMCR TAI.IUN 2OO$

TENTANG

TUG.AS POKOK DI\N FUNGSI DINA$ PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHNfiAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUF'ATI KATINGAN,

'. a. bahwia sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 55
peraturan Dierah Kabupaten Katingan lrlomor 5 Tahun

2OO8 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Katingan, perlu ciitetapkan Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;

b. bahwil untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan

Peraturan BuPati Katingan'

'. L Undarrg-undang Nomor I Tahun 1974 tentanrg Pokok-Pokok

Kepegawaian sebagaimana trelah diubah dengan undang-
Undarrg Nomor43 Tahun 1999 tentang Perubahan undang-
Undarrg Pskok-Pokok KepeEawaian (Lernbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2. Undarrg-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunurrg Mas, Kabupaten Pularng Pisau, Kabupaten Murung

Raya, Kabupaten Barito Tirrnur di Provlnsi Kalimantart

Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20a2
Nomc,r 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4180);

3. Undang-undang Nomor 20 -Iahun 2003 tentang sistem
Pendirjikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tilmbahan Lembaran Negara

RePutrlik lndonesia Nomor 4301)'

4. undarrg-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tenrtang Guru dan

Dosen (Lembaran trlegara Re,publik lndonesia Tahun 2005
Nomon 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndon ::sia Nomor a586);

5. undang - undang Nomor 17 l'ahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)',



6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 20A4 tentang
perberrdaharaan Negara (t-embaran Negara Republik

lndon,esia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Nomor a355);

7. Undang-Undang Nomor 'll0 Tahun 2AA4 tentang

Pembentukan Peraturan Perurrdang-undangan
(Lembaran Negara Republik lrrdonesia Tahun 2004 Nomor

53, Termbahan Lembaran Negiara Republik lndonesia Nomor
438e);

Undanrg - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonresia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 terrtang Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Flomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang
- Unclang (Lembaran Negaria Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548), sebagaimana teiah diuhah dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonr=sia Tahun 20CI8 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844)',

Undang-t-lndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahurr 2AA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
PendirJikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1990 Nomclr 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nc,mor 3a11);

Peraturan Pemerintah Nomclr 72 Tahun 1991 tentang
PendirJikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1991 lrlomor 94, Tambahan Lembaran
Negarie Republik lndonesia Nomor 3a60);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawrai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambiahan Lembaran Negartir Republik lndonesia Nomor
1547),

Peraturan Pemerintah Nomclr 56 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Peraturan Ptemerintah Nomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik lnejonesia Talrun 'i998 Nomor 91, Tambahan
Lembarran Negara Republik lnclonesia Nomor 376fi;

Peraiuran Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
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struktural (Lembaran Negaria Republik lndonesia Tahun

2000 Nom or 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemenintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatart
Pegauvai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2AA2 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a19a);

Peraturan Pemerintah Nom,:rr 19 Tahun 2005 tentang
Standiar Nasiona! Pendidikan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nc.rmor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomr:r 79 Tahun 2005 tentang
Pedonran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomclr 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 tentang
Pembagian Urusan Pemerirrtahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provins,i, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten tKola (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Reputrlik lndonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20A7 tentang
Orgarrisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonelsia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 47a1);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendiclikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negartl Republik lndonesia Nomor
a76e):

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajerr 9 Tahun (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahurr 2008 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomr:r 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaranan

Negara Republik lndonesia Fiomor 4894)',

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4941);

Peraturan Menteri Pendidikari Nasional Nomor 50 Tahun
2OO7 tentang Siandar Perrgelolaan Pendidikan Oletl
Pemerintah Daerah;
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Pembinaan Pendidikan Nonformni dan lnformal,
pembinaan Pengembangan Starrdar Nasional Pendidikan;

Pembinaan, kOOrdinaSi, perencilnaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi serta pelaporan penyelernggaraan pendidikan;

Penyelenggaraan urusan sekreterriat Dinas.

Bagian ketiga

KEWENANGAN

Pasal 5

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 4, Dinas Pendidikan

mempunyai kewenangan sebagai belrikut :

a. peneiapan kebijakan operasionial pendidikan di Kabupaten Katingan sesuai dengan

kebijakan nasional dan Provinsi,
b. perencanaan operasional progranr pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendicJikan non formal sesuai 'dengan perencanaan strategis

tingkat provinsi dan nasional;
c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten

Katingan,
d. Feng6lolaan dan penyelenggarcan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan rnenengah dan pendidikan non formal;

e. pemberian ijin pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan dasar, satuart

pend idikan rnenen gah dan satuanlpenyelenggara pendidikan non formal ;

f. penyelenggaraan itau pengelolaran satuan pendidikan serkolah dasar bertaraf nasional

dan internasional;
g Femberian ijin pendirian serta pr:ncabutan ijin satuan peLrdidikan dasar dan menengah

'oerbasis keu nggulan lokal;

h. penyelenggaraan atau pengeiolaan pendidikan berbasis keunggulan local pada

pendidikan dasar dan menengah;
i. Femberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
j. Pemantauan dan evaluasi satuian pendidikan sekolah dasar bertaraf nasional dart

internasionl;
k. Peremajaan data dan system informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkali

Kabupaten Katingan;
l. penyediaan baniuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendiclikan nrenengah dan pendidikan non forrnal sesuai kewenangannya;
m. pembiayaan penjaminan mutu saltuan pendidikan sesuai kewenangannya;

n. Koordinasi diln supervisi pengernbangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;

CI. Sosialisasi kerangka dasar dian struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,

pendidikan d;?s8l' dan pencjidikan menengah ;

p bosialisasi dan implementasi standar isi dan standar krrmpetensi lulusan pendidikan

dasar;
q Sosialisasr clan fasilitasi impiernentasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
i-. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

s. Pengawasan terhadap pemenul'ran terhadap standar narsional sarana dan prasarana

pendidikan anak usia d!ni, penclidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

non formal;
i. Pengawasan penciayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan,

u. pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anilk usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan rrrenengah dan pendiclikan non formal;

v. Perencanaarr kebutuhan pendidik dan tenaga kependidil,lan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pen,Cidikan non formal sesual

kewenangannya;
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w. Pengangkatetn dan penempatan pendidik
pendidikan anak usia dini, penclidikan dasar,

dan tenaga kePendidikan PNS untuk
pendidikarl menengah, dan pendidikan

non formal sesuai kewenangann:ia;
x. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten Katirrgan;

y. peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga
' 

kependidikarr pada pendidikan anik usia dini, pendidikarr dasar, pendidikan menengah

dan pendidik,an non formal;
z pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikart

anak usia dirri, pendidit rn daiar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;

aa. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini,

pendidikan q:asar, pendidikan nrenengah, dan penciidikan non formal karena aiasan

pelanggaran peraturan perundang-undangan;
nb. ilaemnantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasarr, pendidikan menengah dan

pendidikan non formal;
ee. koordinasi, fasilitasi, monitoring; dan evaluasi pelaks,anaan ujian sekolah skala

Kabupaten Katingan;
dd. penyediaan biayi penyelenggaraan ujian sekolah skala h.abupaten Katingan;

ee. Felaksanaan evatuasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada

pendidikan aqak usia dini, pbndiclikan dasar, pendidikan rnenengah dan pendidikan non

formal skala KabuPaten Katingan,
tf . pelaksanaan evaluasi pencafiaialn standar nasional pendidikan pada pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala

Kabupaten Katingan;
gg. Membantu pemerintah dalam akrr:ditasi pendidikan non formal;

[[. Sup"risi dan fasilitasi satuan perndidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah clan pendidikan non formal dalam penjanlinan mutu untuk memenuhi

standar nasional Pendidikan ;

ii. Supervisi darr fasilitasi satuan pr:lndidikan bertaraf nasional dan internasional dalam

penjaminan rnutu untuk memenuhi standar nasional dan internasional;

jj bufervisi dan fasilitasi satuan perrdidikan berbasis keunggulan local dalam penjaminan

mutu;
kk Evaluasi pelaksanaan dan darnpak penjaminan mutu satuan pendidikan skala

Kabupaten Katingan.

Bagian keemPat

KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala tlinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,

merencarrakansertarnenislspfusnprogramkeria,tatakerja,melakukan
pengawasan, pengendalian, rnonitoring dan evaluasi, dan mengembangkan semua

ioegLtun penOiOifan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Dinas

Pendidikan.

Untuk merlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas

Pendidikan menyelenggarakan fungsi .

a. perum usan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan

kebijaksanaan yang diteterpkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undang yang berlaku;
b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan;

c. Pem-binaan, Pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasI
pelaksanaan kegiatan Pendidikan;

d. irengembangan, sosialisasi dan evaluasi standar nasional pendidikan;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kecamatan.

( li
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Bagian kelima

SEKRETARIAT

Pasal 7

(1) Sekretariilt Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelayanan

adhinistriative di bidang perlengkapan, penyusunan program, keuangan,

kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, organisasi dan

tatalaksana, analisis jabaiarr, dokumentasi peraturian perundang-undangan dan

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta

penyusunan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

(2) Untuk mt:laksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Sekretaris

mempun!'ai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi pt:nyusunan rencana program dan kegiatan;

b. Pelaks;anaan Urusan Perlengkapan dan asset;
c. Pelaksianaan urusan penyusunan program;

d. Pelaks;anaan administrasi l<euangan;

e. Peiaksanaan aciministrasi l<epegawaian;

f. Pelak:;anaan urusan ketatausahaan;
g. Pelaks;anaan urusan or!,anisasi dan tatalaksana, dokumentasi perundang-

undangan serta analisis jabatan;
h. Pelaks;anaan urusan proiol<ol, humas dan rumah tangga;
i. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan,
j. tVlelakrsanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Penyusurran Program;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Umum, Pr:rrlengkapan dan Kepegarwaian.

SUB BAGIAI\ PENYUSUNAN PROftiRAM

Pasal I

(1) Sub Bagiian Penyusunan Progyram dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yanE

mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal mengkoordinasikan, menyusun

rencana prograrn/kegiatan, anggaran, singkronisasi f<ebijakan operasional bidang
pendidikan dan menyiapkan bahan-bahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan prograrrn dan kegiatan Sub Bagian.

{Z) Untuk merlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Sub
Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungr;i :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian;
b. Melaksanakan penyusunarl rencana program dan kegiatan Dinas;

c. Melak:;anakan singkronisaisi penyusunan rencana i:lngEaran Dinas;

d. Melakr;anakan kompilasi perencanaan strategis pendidikan anak usia dini,
pendiclikan dasar, pendiclikan menengah dan pendidikan non formal sesuai
dengan perencanaan strategis pendidikan nasional dan provinsi;

e, Menghirnpun dan menyusun laporan pelaksanaan reneana program dan

kegiatiln Dinas;
f. Pembt>rian pelayanan teknis di bidang perencanaan;
g Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Sub B;agian;
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h. Melaksanakan tugas lain lrapg diberikan oleh pimpinan'

SUB BAGIAI.{ KEUANGANI

Pasal 10

Sub Bagiian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas iTrambantu 
-sekretarii; dalam hal menyusun rencana, mengelola, dan

m6lapork,an pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Dinas, pembinaan dan

Oi*Uingun terhadap bendahiiawan dan penataustthaan keuangan, monitoring,

evaluali cian pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiaian Sub Bagian.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayal (1), Kepala sub
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana proglram dan kegiatan Sub Bagian;

b. fenyiapan data rencana anggaran belanja tidak langsung Dinas Pendidikan;

c. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban

dan pembukuan keuangan,
d. Pembtnaan, bimbingan dan pengendalian terhadap Bendaharawan;

e. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja Dinas,

t. penyusunan pelaporan [<euangan buianan, triwulan, semesteran dan akhir

tahun,
g Penyusunan pelaporan prognosis anggaran;

[. Monitgring, evaluasi dan p,elaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Sub Bagian;
i. Melaksanakan tugas lain Yralg diberikan oleh pimpinan'

SU13 BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Sub Bagi;an Umum Perlengki:rpan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Blgran yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam hal

mengkooi:dinasilian urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, humas dan

protdkol, menyusun rencana kebutuhan barang dan pelaksanaan pengadaan,

penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawateln, inventarisasi, penghapusan

barang prerlengkapan kantor dan pencatatan asset, serta menyusun rencana

kebutuharr kepegawaian, mutasi pegawai, organisasi dan tatalaksana, dokumentasi

peraturan perundang-undangan, pengelolaan angka l<redit jabatan fungsional serta

monitoring', evaluasi dan pelilporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Sub Bagiian.

Untuk melaksanakan tugas ,sebagaimana dimaksucl pada ayat (1), Kepala Sub

bagian Urnum, Perlengkapan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana proglram dan kegiatan Sub B;rgian;

b. Pelaksanaan urusan surat rnenirurat dan kearsipan;

c. pelak:;anaan urusan rumalh tangga dan protocol dan pelayanan informasi;

d. penyusunan rencana kebr.rtuhan perlengkapan dan peralatan barangljasa Dinas

Pendirjikan;
pelaksanaan penyediaan l.iebutuhan barangljasa kantor Dinas Pendidikan;

Pelaksanaan kegiatan, pe'rnyimpanan, pendistribut;ian, penggunaan, perawatan,

inventarisasi dan penghapr,ursan barang perlengkapan kantor Dinas Pendidikan;

lnventarisasi dan pencatatan serta menyusLln laporan asset Dinas Pendidikan;

Menyiapkan data-base kepiegawaian;
Pengk oo rd inasian pen i ngkatan disipl in aparatu r;

PenyuSunan rencana kelbutuhan, penempatan, mutasi pegawai sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyiapan dan pelaksana an peni ngkatan kapasita$ sum berdaya aparatur;
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l. Penyelesaian kenaikan gaii berkala, cuti, pensiun rlan penyusunan DUK;

m. Pengerlolaan penyediaan fasilitas pindah / purna tugas;

n. Peta-kr;anaan dan peningkatan kesejahteraan [<epegawaian;

o. pengkoordinasian pengelolaan Penetapan Angka Kredit sesuai peraturan yang

berlaku;
p pelak:;anaan tugas organisasi dan tatalakselna, analisis jabatan serta

dokunrentasi peraturan perundang-undangan;
q Monitgring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Sub Bagian;
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan'

Bagian keenam

BIDI\I\IG PENGEMBANfi}AN STAN DAR NASIOhIA[. PEN DID IKAN

Pasal 12

Bidang pengembangan Standar Nasional Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal menyusun,

meng[oictinisikan, membinia, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi,

pencipaiiln standar nasional pendidikan, pelaksanaan ujian nasional, kuatifikasi dan

sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, akreditasi dan bantuan biaya

penyelenggaraan pendidikan dan dana pendidikan, pemberian dukungan sumber

buyi ternaOap penyeleng(laraan perguruan tinEgi dan pendataan bidang
p"nOiOit un, monitoring, evaluasi dan pelaporan terha<Iap pelaksanaan program dan

kegiatan l3idang.

Untuk merlaksanakan tugas s;ebagaimana dimaksud 6lada ayat (1), Kepala Bidang

Pengembangan Standar Nasional Pendidikan menyelt;nggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana proEram dan kegiatan Bidang,

b. pengkoordinasian, pengembangan dan evaluasi pencapaian standar nasional

pendiclikan pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendiclikan non fornral,
c. pengkoordinasian pengavvasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana

dan prasarana pendidikan;
d. Pembiayaan, penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;

e. pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;

f. pengkoordinasian, superv,isi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf nasional

dan 
-irrternasional 

dalam penjaminan mutu untul< memenuhi standar nasional

dan internasional;
g. pengkoordinasian pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan

menertgah, dan pendidikan non formal;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan;
i. Pengkoordinasian pelaksanaan akreditasi saiuan pendidikan, dan pengkajian,

bantuan dana Pendidikan;
j Pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya

perguruan tinggi;
terhadap penyelenggaraan

k. Pelaks;anaan pengumpulan, pengolahan, peremajaan, penyajian dan
penyebarluasan data Penclidikan;

l. Monitgring, evaluasi darr pelaporan terhadap pelaksanaan program dan

kegiatien Bidang;
m. Melakrsanakan tugas lain y'ang diberikan oleh pimpinan.

L/\
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Pasal 13

Kepala Bidang Pengembangan stanrdar Pendidikan, membavuahkan '

1. Kepala Sr-"ksi Pengembangan Data;

2" Kepala Sr:ksi Pengembangan Standar Mutu;

3. Kepala Seksi Pengembangan Standar Akses'

(1)

t?\

SEKSI IPENGEMBANGAN DAT'A

Pasal 14

seksi Perrgembangan Data diipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai

tugas meilbantu kepala Bidang dalam hal merencanakan, mengembangkan,

m6ngtoo,rdinasikan, menyus;un Oan melaksanakan pengumpulan, . 
p.engolahan,

pereiralaan, penganalisisan, penyajian dan penyebarluasan data pendidikan sesuai

kebutuharr dan kepentingair, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan program dan ke'Uiatan Seksi'

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala seksi

Pengembangan Data, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. penyusunan dan penyebairluasan instrumen pengumpulan dan pengotahan data

pendictikan usia 
'dini 

perndidikan dasar, pendirJikan menengah, pendidikan

nonformal dan informal,
c. penyiapan data, peremajaan, analisis dan pengl'tajian data pendidikan dasar,

penaiOit an menengah, perrdidikan nonformal dan informal serta pendidikan usia

dini sr:bagai bahan perencanaan penEembangan pendidikan secara terpadu

,{U.

dengan bidang teknis;
pengaituran pengelolaan dan pengembangan sir/stem informasi manajemen

pelayetnan data yang cepat, tepat dan akurat
Penyiapan pemberian layatnan data dibidang pendidikan

Monitgring, evaluasi dan pr*.lsporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan'

SEKSI PEN(3EMBANGAN STANDIIR MUTU

Pasal 15

Seksi pengembangan Stanctar Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempuny,ai tugal membarntu Kepala Bidang . dalam hal merencanakan,

mengkoordinasi[an, membina, mengembangkan dan mengevaluasi pencapaian

standar isi, proses, kompebnsi lulusan, pendidikarn dan tenaga kependidikan,

penilaian pendidikan, supervisi, dan fasilitasi, akreditiasi satuan pendidikan bertaraf

nasional dan internasional, pelaksanaan ujian nasional, kualifikasi dan sertifikasi

pendidik dan tenaga keperrdidikan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan

terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pengembangan Standar Mutu, menyelenggarakan fungsi .

a. Penyusunan rencana proglram dan kegiatan Seksi;

b. pengkoordinasian pengembangan dan evaluasi pencapaian standar isi, proses,

kompeltensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian
pendiclikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

c. irenge,valuasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;

d. Pengkoordinasian supervirsi dan fasilitasi satuan pclndidikan bertaraf nasional

dan internasional dalam penjaminan nrutu untuk memenuhi standar nasional dan

internasional;

e.
f.

(1)

t1



e. Pengk:oordinasian, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan ujian

nasi6nal pendidikan dasar, pendidikan menengah rlan pendidikan nonformal;

f. Pengk.oordinasian, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan

kualifil<asi dan sertifikasi pendidik dan tenaga keptlndidikan;

g. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan

akreditasi,
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelak,sanaan program dan kegiatan

Seksi;
i. Melaksanakan tugas lain Yrqng diberikan oleh pimpinan'

SEKSi PENG|:MBANGAN STANDAR AKSES

Pasal 16

Seksi pengembangan Standar Akses dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

*e*prny,al tugal membantu Kepala Bidang daiam hal merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengembangkan dan mengevaluasi pencapaian

stanJar sarana dan prasaranra, pengelolaan dan penrbiayaan pendidikan, bantuan

biaya operrasional sekolah, br3asiswa, dana pendidikan dan dukungan sumberdaya

terhadap perguruan tinggi rserta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan program dan kergiatan Seksi.

Untuk melaksanakan tugas rsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pengembangan Standar Akses, menyelenggarakan furngsi '

a. Penyusunan rencana proglram dan kegiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian, pengi:mbangan, pengawasan dan evaluasi pencapaian

standarr sarana dan prasarana, pengelolaan, dan i:embiayaan pada semua jenis

(1)

\/)

(1)

(2)

d.

dan jenjang pendidikan;
Pembiayaan penjaminan rnutu satuan pendidikan;
pengkoLrdinasian dan pelaksanaan pemberian br:rasiswa dan dana pendidikan

yang s;ejenis kepada lembaga satuan pendidikan;

e. irelaksanaan pemberian dukungan sumberday:l terhadap penyelenggaraan

perguruan tinggi:
t. Monitqring, evaluasi dan prelaporan terhadap pelak,sanaan program dan kegiatan

Seksi;
g Melakrsanakan tugas lain 1'3p19 diberikan oleh pimpinan'

Bagian ketujuh

BIDAI{IG PENDIDIKAN DASAFI

Pasal 17

Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kep'ala Bidang yang mempunyai

tugas melmbantu Kepala Dinas dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan,

m6laksanakan dan menga\frasi, mengendalikan plenyelenggaraan pendidikan,

pengemb;angan tenaga penrJidik, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana

penlidikan, sosialisasi, supervisi, fasilitasi, kurikulunr tingkat satuan pendidikan,

ujian sekolah, ujian nasional, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Taman Kanak-kanak

dan penclidikan dasar sesuai kewenanEannya, serta monitoring, evaluasi dan

pelaporarr terhadap pelaksanaan program dan kegiatian Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dinraksud pada ayat (1), Kepala

tsidang Pendidikan Dasar merryelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiaian Bidang;

b. Menyirapkan data pendidikan dasar dan Taman Kanrak-kanak;

c. Pelaks;anaan koordinasi atas pengelolaan dan pengawasan, pengendalian
penyelenggaraan pendidil.ran, pengembangan tenaga pendidik dan penyediaan

t2



fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat pendidikan dasar dan

Taman Kanak-kanak;
Penyelenggrruun 

-drn 
pengelolaan satuan pt:ndidikan, pemantauan dan

evallersi ienOiOit.an dasar dan Taman Kanak-kanal<;

Penenrpatan tenaga poternsial pendidik pada satuan pendidikan dasar dan

Taman Kanak-kanak,
Fasilitiasi pelaksanaan akr,sditasi pendidikan dasar 'dan Taman Kanak-kanak;

Pelak:;anaan ujian nasion;el pendidikan dasar;

Pelaksianaan ujian sekolah pendidikan dasar;

Sosialisasi, supervisi dan iasilitasi kurikulum ting:lkat satuan pendidikan dasar

dan Tilman Kanak-kanak;
j Rekonrendasi pemberian ijin pendirian serta penc:rabutan ijin satuan pendidikan

dasar dan Taman Kanak-klanak;
k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan

kegiat;an Bidang;
t. Metaksanakan tugas lain yr6pg diberikan oleh pimpinan'

Pasal 18

Kepala Bidang F'endidikan Dasar, membawahkan :

1. Kepala Seksi Taman Kanak-kanelk ;

2. Kepata Seksi Sekolah Dasar;
3. Kepala Seksi Sekolah lt/lenengah Pertama'

SEKSiI TAMAN KANAK.KANAK

Pasal 19

(1) seksi Taman Kanak-kanak clipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai

tugas mermbantu Kepala Bidang dalam hal merenr:anakan, mengkoordinasikan,

membina dan melaksanakan, pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas,

sarana dan prasarana pendidikan, sosialisasi, supr:rvisi dan fasilitasi kurikulum

tingkat satuan pendidikan, fasilitasi akreditasi Taman kanak-Kanak, serta

monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi.

(Z) Untuk melaksanakan tugas rsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Taman Kiinak-kanak menyelernggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi ;

b. Renyiapan dan analisis dalla pendidikan Taman Kanak-kanak,

c. pelaksanaan koordinasi a,tas pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik

dan panyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, rekomendasi ijin

pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan Taman Kanak-kanak;

d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian penyeleinggaraan pendidikan Taman

Kanak-kanak;
e. pelakt;anaan sosialisasi, supervisi dan fasiii+.asi kurikulum tingkat satuan

pendidikan Taman Kanak-l<anak;
f. Penenrpatan tenaga poterrsial pendidik pada Taman Kanak-kanak;

g Fasilitiasi pelaksanaan akr,oditasi Taman Kanak-kartak ,

h. pengaiwasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran tingkat Taman

Kanak-kanak;
i. Monitgring, evaluasi dan prrelaporan terhadap pelakrsanaan program dan kegiatan

Seksi;
j. IVlelaksanakan tugas lain yang ciiberikan oleh pimpinan'

I
Ll .

s

g.
h.
i.
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(1)

(2';
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SEKSI SEKOLAH DASAR

Et^^^l atnra.oa.l av

Seksi Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala lieksi yang mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam hal merencanakan, mengkoordinasikan, membina

'Jan melaksanakan, pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas, sarana
dan pra$arana pendidikan, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan,
pemantauan dan evaluasi pendidikan bertaraf nasional dan internasional, ujian
sekolah, ujian nasional dan fasilitasi akreditasi Sekolal"r Dasar, monitoring, evaluasi
dan pelap,oran terhadap pelaksanaan program dan kelgiatan Seksi.

Untuk merlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah
Dasar, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana progiram dan kegiatan Seksi;
b. Penyiapan dan analisis data pendidikan Sekolah Dirsar;
c. Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik

dan p:nyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, rekomendasi ijin
pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan lliekolah Dasar;

d. Melak:sanakan p€flgowais?n, pengendalian prenyelenggaraan pendidikan

Sekolah Dasar;
e. Pelakrianaan sosialisasi, supervisi dan fasilita,si kurikulum tingkat satuan

pendiclikan Sekolah Dasar;
f. Penenrpatan tenaga poterrsial pendidik pada pendidikan Sekolah Dasar;
g Fasilitirsi pelaksanaan akr'editasi Sekolah Dasar;
h. Melak:sanakan ujian akhir sekolah berstandar nasiional dan ujian sekolah pada

jenjang pendidikan Sekolalr Dasar;
i. Pengeiwasan dan pengendalian penggunaan bulcu pelajaran tingkat Sekolah

Dasar;
j. Monitoring, evaluasi dan p,elaporan ierhadap pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi;
k. Melaksanakan tugas lain yrs6g diberikan oleh pimpinan.

SEKSI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Pasal 21

Seksi Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempuny'ai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal merencanakan,
mengkooidinasikan, membina dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan,

pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana
pendidikan, sosialisasi kuriklulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan

evaluasi :;atuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional, ujian nasional, ujian
sekolah dan fasilitasi akreditasi, serta monitoring, evaluetsi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program dan kergiatan Seksi.

Untuk mellaksanakan tugas :sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Sekolah l\/enengah Pertama rnenyelenggarakan fungsi .

a. Penyusunan rencana progtram dan kegiatan Seksi;
b. Penyiapan dan analisis data pendidikan Sekolah Mlenengah Pertama;
c. Pelaksanaan koordinasi artas pengelolaan dan pengembangan tenaga pendidik

dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan, rekomendasi ijin

pendirian serta pencabutan ijin satuan pendidikan lSekolah Menengah Pertama;

d. Melaksanakan pengawersan, pengendalian prenyelenggaraan pendidikan
Sekolah Menengah Pertama;

e. Melaksanakan ujian nasional dan ujian sekolah,
f. Pelaksianaan sosialisasi, supervisi dan fasilitasi kurikulum tingkai satuan

pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
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h

i

k

Penern patan tenaga potensial pendidik pada Sekolahl\llenengah Pertama;

Fasilitrasi pelaksanaan akreditasi Sekolah Menengiah Pertama;

Pengarwasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran tingkat Sekolah

Menengah Pertama;
Monitolng, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi;
Me-laksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan'

lBagian kedelaPan

BIDA.NG PENDIDIKAN I\NENENGAH DAN SEKCILAH LUAR BIASA

Pasal 22

Bidang pr:ndidikan Menengalr dan Luar Biasa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yung h"rnpunyai tugas mermbantu Kepala Dinas dalam hal merencanakan,

meigkoo"dinaslkan, menyelenggarakan, melaksanakan, mengendalikan, dan

*"n!u*a=i penyelenggaraan pendidikan, pengernbangan tenaga pendidik,

p"nyldir,rn fasilitas, sarina clan prasarana, dana peLldidikan, sosialisasi, supervisi,

iasitltasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, ujian sekolah, ujian nasional,

akreditasi dan pemberian reltomendasi ijin pembukraan dan pencabutan satuan

pendidikan, penggalangan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha dan dunia

industri dan stakehorder pendidikan pada pendidikarr menengah dan luar biasa

serta merlakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

program dan kegiatair Bidang.

Untuk merlaksanakan tugas sebagaimana tersebut dinraksud pada ayat (1), Kepala

Bidang Pu=ndidikan Menengalr dan Luar Biasa, menyelenggarakan fungsi:

a. Peny-usrinan i"encana proglram dan kegiatan Bidani;1;

b. Fengk.oordinasian aias pr:;ngelolaan dan penyeienggaraan, pengawasan dan

penfiendalian pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan penyediaan

fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat pendidikan menengah

dan luar biasa;
c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengencj;alian pengelolaan satuan

penOiOit an dan prograrn studi, pemantauan dan evaluasi, serta biaya

penyelenggaraan pendidiklan beriaraf nasional dan internasional pada jenjang

pendieiikan menengah darr laur biasa;
d. irelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dian supervisi pengembangan

kurikulum tingkat satuan prandidikan pada pendidikan menengah dan luar biasa;

e. pengerwasan dan pengendalian pendayagunaan fasilitas, sarana, prasarana

dan dana pendidikan untuk pendidikan menengah dan luar biasa;

f. pengerwasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran pendidikan

menertgah;
g pembinaan dan pengembangan pendidik untuk pendidikan menengah dan luar

biasa;
h. penenrpatan potensial tenaga pendidik urrtuk perndidikan menengah dan luar

biasa;
Fasilit;asi pelaksanaan akreditasi dan ujian nasional pendidikan menengah dan

sekoleih luar biasa;
Melaksanakan ujian sekolieh pendidikan rnenengalt dan luar biasa;
pembr=i'ian rekomendasi ijin pembukaan dan pencabutan saiuan pendidikan

menertgah dan luar biasa;
Penyiapan dan analisis dieia pendidikan menengah dan iuar biasa;
Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha,

insiansiibadan/dinas serter pihak pemangku keperrtingan pendidikan menengah

dan luar hiasa lainnya,
Pelakrianaan monitoring, evaluasi dan peiaporan tt*rhadap pelaksanaan program

dan kergiatan Bidang;

(1)
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o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Kepala Bidang Pendidikan Menengarh dan Luar Biasa, memh-rawahkan :

1. Kepala Sraksi Sekolah Menengah Atas;

2. Kepala Sr=ksi Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Kepala Sr:ksi Sekolah Luar Biasa.

SEKST SiEKOLAH MENENGAH AT.AS

Pasal 24

seksi sekolah menengah Atas dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang

mempun!'ai tugas mdmbarntu Kepala Bidang. dalam hal merencanakan,

*"ngt oOtOinasifan, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengawasi

penyelenl]garaan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas,

sarana drin prasarana pendiclikan. Sosialisasi, supervisi, fasilitasi, kurikulum tingkat

satuanpendidikan,ujiansekolah,ujiannasional,,canfasilitasiakreditasipada
sekolah Menengah Atas, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

Untuk melaksanakan tugas rsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Sekolah tr/lenengah Atas, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. pengX.oordinasian, pengitwasan dan pengendiirlian atas. pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan penyediaarl

iasilitas, sarana dan prasanana pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas;

c. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan satuart

penOiOiLan atau progral'n studi, pemantauan dan evaluasi, serta biaya

penyelenggaraan pendrdik.an bertaraf nasional dan internasional pada Sekolah

Menengah Atas,
d. Pelakr;anaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, supervisi pengembangan

kurikulum tingkat satuan pendidikan pacia Sekoiah Menengah Atas;

e. pengarwasan dan pengendalian pendayagunaan farsilitas, sarana, prasarana dan

dana pendidikan untuk Sekolah Menengah Atas;

f. pengarwasan dan pengenrlalian penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah

Atas;
g. pembinaan dan pengemb;:lngan pendidik satuan pendidikan Sekolah Menengah

Atas;
h. Penenrpatan potensial perrdidik untuk Sekolah Menengah Atas;

i. Fasilitrasi pelaksanaan akr'editasi dan ujian nasional Sekolah Menengah Atas;

j Pelaksanaan ujian Sekolah llenengah Atas;

k. pembr:rian reliomendasi ijin pembukaan dan pencabutan Sekolah Menengah

Atas,
l. Penyiapan dan analisis data Sekolah Menengah Atas;

m. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha,

instansi/badanidinas serta pihak pemangku kepentingan Sekolah Menengah
A {na.
11La-,

peiaks;anaan monitoring, elvaluasi dan pelaporan hrhadap pelaksanaan prograrn

dan kergiatan Seksi;
Melakrsanakan tugas lain 1'3119 diberikan oleh pimpinan'

/r\
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SEKSI SEKCILAH MENENGAH KEJIJRUAN

Pasal 25

Seksi Sekolah Menengah lbjuruan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempun5rai tugas m6mbantu Kepala Bidang 
. 
cnalam hal merencanakan,

*"ndr.oorOinasi[an, menyelenggarakan, melaksnaakap, mengawasi dan

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, peng;embangan tenaga pendidik'

p"nylOir,rn fasiiitas, .atLn,,, dan prasarana pencJidikan, ujian sekolah' ujian

nastnal, dan akreditasi pada pada Sekolah Menengalr Kejuruan, serta melaporkan

dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatarr seksi.

Untuk melaksanakan tugas siebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Sekolah l,Ienengah Kejuruan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyursunan rencana pro6lram dan kegiatan Seksi;

b. Pengkoordinasian, pengilwasan dan pengendiillian atas pengelolaan dan

penyelenggaraan pendid-ikan, pengembangan tenaga pendidik dan penyediaan

fasilita:s, sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolah Menengah Kejuruan;

C. Penye,lenggaraan, pengawasan dan pengenclalian pengelolaan Satuan

p"nOi,lit * dan bidang serta program keakhlian, pemantauan dan evaluasi serta

biuy" penyelenggrr"in pendidikan bertaraf nasional dan internasional pada

d ::t?:l:#;l-133[,[:'':1",??iri,,*i, pensawasan lan supervisi pengembangan

kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

e. pengerwasan dan pengen.Jalian fendayagunaan fasilitas, sarana, prasarana cian

dani pendidikan untuk Set<olah Menengah Kejuruan;

f. pengerwasan dan pengenrlalian penggunaan buku pelajaran Sekolah Menengah

Kejuruan;
g. Pembinaan dan pengemb;angan pendidik untuk Sekolah Menengah Kejuruan;

n. Penenrpatan potensial pendidik untuk Sekolah Merrengah Kejuruan;

i. Fasilitiasi peiaksanaan akreditasi dan ujian nasional Sekolah Menengah

J

k.

Kejuruan;
pelakr;anaan ujian sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan;

Pembr:rian rekomendasi ijin pembukaan dan pencabutan Sekolah Menengah

Kejuruan;
l. Penyiapan dan analisis data Sekolah Menengah Kejuruan;

m. Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunis usaha,

instansi/badan/dinas lefta pihak pemangku kepentingan Sekolah Menengal'r

Kejuruan;
n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan-program dan

kegiatan Seksi,
o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pinnpinan'

SEKSI ,SEKOLAH LUAR BIAS,,A

Pasal 26

seksi sel<olah Luar Biasa dlpimpin oleh seorang Kr,,rpala seksi yang mempunyai

tugas mgmbantu Kepala Biclang dalam hal merenrlanakan, mengkoordinasikan,

mlnyeienggarakan, melaksanakan dan meng€iwasi dan mengendalikan

penyetenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, penyediaan fasilitas,

sarana d6n prasarana pendiolikan, sosialisasi, supenrisi, fasilitasi kurikulum tingkat

satuan pendidikan, ujian sekolah, ujian nasional dan akreditasi pada Sekolah Luar

Biasa, s€rrta melapoikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Seksi.

Untuk merlaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Sekolah L.uar Biasa, menyeientggarakan fungsi :

t1\
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a
b

Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi ;

renikoordinasian, p"ngl*atan dan pengendalian atas pengelolaan dan

penyelenggaran pendidikr,rn, pengembangan tenaga pendidik dan penyediaan

i*ititrt, Jr-t"n" dan prasarana pendidikan untuk Sekolah Luar Biasa ;

penye,lenggaraan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan satuan

p"niiOit 6},- Oun progra-rn studi, pemantauan d?n evaluasi, serta biaya

penyelenggaraan p*nlidik.un bertaraf nasionai datn intei'nasional pada Sekolah

U.

Luar Eliasa;
d. Pelakr;anaan koordinasi, fasilitasi,

kurikulum Sekolah Luar Biasa;
pengawasan r:lan supervisi pengembangan

e. Pengarwasan dan pengendalian pendayagunaan fasilitas, Sarana,

dana pendidikan untuk Sel<olah Luar Biasa;

f. Pengerwasan dan pengendalian penggunaan buku pelajaran

Biasa;
pembinaan dan pengemb;:lngan pendidik untuk pendidikan Sekolah Luar Biasa;

Penenrpatan potensial pendidik untuk sekolah Luar Biasa ;

Fasilitiasi pelaksanaan akr,eiditasi dan ujian nasional pada Sekolah Luar Biasa;

Pelaksanaan ujian sekolah pada Sekolah Luar Biasa;
pembr:rian rekomendasi ijin pembukaan dan penciabutan Sekolah Luar Biasa;

Penyiapan dan analisis derlla pendidikarr sekolah Luar Biasa;

Pelaksanaan hubungan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha,

instansi/badanldinas sLrta pihak pemangku kepentingan Sekolah Luar Biasa;

Pelaks;anaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan

kegiatan Seksi;
o. Melaksanakan tugas lain 51269 diberikan oleh pimpinan'

Etagian kesembilan

BIDANG PENDTDII,MN NON FORMA!. DA]{ INFORMAL

Pasal2T

Bidang pr=ndidikan Non Forrnal dan lnformal dipimpirr oleh seorang Kepala Bidang

yrng 
"*.*punyai tugas mrambantu Kepala Dinas dalam hal merencanakan,

*",igtootdinasikan, merlyelenggarakan, melaksanakan, mengawasi,

men[endalikan pelaksanaan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengembangan

pendidikan, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan

non formal, informal clan gender, monitoring, evaluasi serta pelaporan terhadap

pelaksanaan program dan kergiatan Bidang.

Untuk merlaksanakan tugas s;ebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Pendidikarn Non Forrnal dan lnformal, menyelenggaral<an fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang;

b^ Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini;

c. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasionill pendidikan pada pendidikan

anak irsia dini dan pendidikan non forrnal;
Pelaks;anaan evaluasi pengelolaan, satuan, jenjang dan jenis pendidikan pada

pendiclikan anak usia dini Can pendidikan non formal;

Fenyediaan data pendidikan anak usia dini, pendiclikan non formal dan informal;
pemberian i.ekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan pendidikan pada
pendirjikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraaii, Pendidikan Masyarakat dan

Genderr,
pengkoordinasian pengaclaan, pendistribusian, pengawasan dan pengendalian

terhidap sarana dan prasi:trana pendidikan non fsrmal dan informal;

Pengkoordinasian pelaksaLnaan ujian nasional pendidikan non formal;
perriLrerian bimbingan dan layanan teknis bidang pendidikan non formal,

informai dan pendidikan arrak usia dini;

prasarana cian

Sekolah Luar

i r.l
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pengkoordinasian advokasi dan fasilitasi pengarusitamaan gender disemua jenis

dan jenjang Pendidikan ;

fuonitoring] 
'evaiuasi dan pelaporan terhactap pelaksanaan program dan

kegiatan Bidang;
l.Melaksanakantugaslainyangdiberikanolehpimpinan'

Pasal 28

Kepala Bidang Flendidikan Non Fornral dan lnformal, membawahkan :

1. Kepala St:ksi Pendidikan Kesetaraan;

2. Kepala Sr-'ksi Pendidikan Mas;yarakat dan Gencier;

3 Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini'

SEKSI P[:NDIDIKAN KESETARAAI{

Pasal 29

seksi Pr=ndidikan Kesetaraan dipimpin oleh s€)orang Kepala seksi yang

mempuny,ai tugas memberntu Kepala Bidang dalam hal merencanakan,

mengkoor-dinasi[an, menyellenggarakan, melakseirnal<an dan mengevaluasi

pelafsanaan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan,

pengadaern sarana dan prasarana pendidikan kesetelraan sesuai kewenangannya,

sertl meliaporkan dan mengerraluasi pelaksanaan prol;raln dan kegiatan Seksi'

Untuk metlaksnaakan tugas s;ebagaimana dimaksud pada ayai (1), Kepala Seksi

Pendidikern Kesetaraan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana progiram dan kegiatan Seksi;

b. Penyiapan dan analisis data pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;

C. Pelaksanaan pendataan pt=ndidikan kesetaraan darr keaksaraan;

d. penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan satuan, jenjang

dan jetnis pendidikan kes;etaraan dan keaksaraat'l dalam pencapaian standar

nasional pendidikan;
e. pengkooidinasian dan prr=mbantuan peiaksanaan ujian nasional pendidikan

T,

kesetetraan dan keaksara€ln;
pengkoordinasian pengadaan dan pendistribusiien sarana dan prasarana di

bidang pendidikan kesetanaan dan keaksaraan',
pemb,:iian rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan pendidikan

keset;traan;
h. pembr:rian bimbingan dan layanan teknis di bidang pendidikan kesetaraan dan

keaksraraan;
i. pelaksanaan monitoring cjan evaluasi serta pelatporan terhadap pelaksanaan

program dan kegiaian Seh:si,

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan'

SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT DAII'I GENDER

Pasal 30

Seksi Pendidikan Masyarakat:dan Gender dipimpin ol,ilh seorang Kepala Seksi yang

mempun!,ai tugas membarrtu Kepala Bidang dalam hal merencanakan,

mengkooi"dinasikan, menyellenggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi

pelafsanaan kegiatan pendataan, pembinaan dan pengembangan pendidikan,

pengadaern sarana dan prasiarana pendidikan masyarakat memberikan bimbingan

dan- laycrnan teknis penciidikan masyarakat sesuai kewenangaRnya, serta
melapoik,an dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

Uniuk merlaksnaakan tugas rsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pendidikern Masyarakat cian Gender meneyeienggaral<an fungsi :

)
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a.
b.
(,.

Penyusunan rencana proglram dan kegiatan Seksi ;

Renyiapan dan analisis dita pendidikan masyarakat dan gender;

Penyetenggaraan, penga\\/asan dan pengendalian pengelolaan satuan' jenjang

dan' jenis"-pendidikan mrasyarakat 
'dan 

gender dalam pencapaian standar

nasional Pendidikan;
d. Pelaksanaan evaluasi perrgelolaan, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan

pada Pendidikan masYaral<at;

e. pengkoordinasian Oin pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan

masyatrakat dan gender; , ,,: - ^ -^.fenit oorOinasian advokasi dan fasilitasi pengarustaman gender di semua lents

dan jenjang Pendidikan;
Pembr-rian rekomendasi ijin pendirian dan pencabutan satuan pendidikan

masyetrakat dan gender;
pemb,:rian bimbingan dan layanan teknis di bidans; pendidikan masyarakat;
pelaksanaan mon'itoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

proQrsrrn dan kegiatan Sek:si;
j Melak,sanakan tugas lain y,ang diberikan oleh pimpinan,

SEKSI PEINDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 31

Seksi pendidikan Anak Usila Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempuny,ai tugas membantu Kepala Bidang dalam hal merencanakan,

mengkoordinasilian, menyelenggarakan, melakszlnakan dan mengevalUaSi

pelaf,sanaan kegiatan p"nOatrun, pembinaan dan pengembangan pendidikan,

pengadaern sarana dan prasarana pendidikan arrak usia dini, memberikan

birn6ingrn dan layanan teknis pendidikan sesuai kewenangannya, serta

melapirkian dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pendidikarn Anak Usia Dini mt,rnyelenggarakan fungsi "

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi;

b. Pelaks;anaan pendataan diln pembinaan pendidikan anak usia dini;

c. pelaks;anaan sosialisasi, l;upervisi dan fasilitasi struktur kurikulum pendidikan

anak rrsia dini;
d. Penyelenggaraan, penga\rasan dan pengendalian pengelolaan satuan, Jen1ang

dan- j,:niJ-pendidikan anak usia dini dalam pencapaian standar nasional

pendiclikan;
e. irengkoordinasian pengerdaan dan pendistribtrsian bantuan sarana dan

prasarana pendidikan anak usia dini;

f. pembs=rian bimbingan dan layanan teknis di bidang pendidikan anak usia dini;

g pembr:rian rekom6ndasi ijin pendirian dan pencal:,utan satuan pendidikan anak

h.

usia dini;
pelaksanaan monitoring Can evaluasi serta peleirporan terhadap pelaksanaan

progr'Bm dan kegiatan Sek,si;

Melak,sanakan tugas lain 1'2ng diberikan oleh pimpinan'

BAB III
KEI-OMPOK JABATAN FUNGSICNAL

Pasal 32

Keiompok Jaba.tan Fungsional meilrpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pendidikan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

g
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Pasal 33

Ketompok Jabatan Fungsionatr terdiri dari sejumlah tenaga datam jenjang Jabatan

Fungsionat yang terblgi dialam berbagai kelorn;:ok sesuai dengan bidang

keahliannya;
Kelompok ,iabatan Fungsional sebagaimana dimaksuci pada ayat (1), dipimpin oleh

,"orrng terraga fungsional yang sen-ior ditunjuk oleh E:lupati atas.usul Kepala Dinas

melaluiseretJris Dalrah oan oertanggung jawab kepadia Kepala Dinas;

Jumlah Jabatan dan Tenaga fungsionii sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan Serdasarkan kebutuktan dan beban kerja;

Jenis Jabatan Fungsional sebiagaimana dimaksud pacia ayat (3), ditetapkan sesuai

dengan ketentuan [eraturan perundang-undangan yanE berlaku.

BAB IV
UNIT PIELAKSANA TEKNIS DII{AS

Pasal 34

Unit Pelakrsana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala

UpTD yang mempunyai tugas; membantu Kepala Dinas dalam hal melaksanakan

sebagian llegiatan te'knis 6perrasional penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan

teknis penunjang lainnya di kec'amatan.

unit pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan rnenyelenggarakan fungsi .

a. Melaksernakan koordinasi ,Can fasilitasi kegiatarr teknis operasional di bidang

pendidil'lan di kecamatan;
b. Melaksernakan administrasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan

prasarana pendidikan baik formal maupun non formill;

c. Melakszrnakan pembinaan rCan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan

di kecarnatan;
d. Menyediakan data dan informasi pendidikan semua lenis dan jenjang pendidikan;

e. pelaksanaan moniioring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan

prograffr dan kegiatan pendidikan di kecamatan;

f. 'tvlelrktr,nrkan 
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan'

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melgksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretarls, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi serta peniegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip

koirdinasi, integrasi, simplikasi din sinkronisasi secarii vertikal serta horizontal baik

dalam lingkungin Dinas maupun instansi lain sesuai <Jengan tugas pokok masing -

masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mennenuhi petunjuk-petunjuk dan

bertanggungjawab kepadaatasiannya masing- masing serta menyampaikan laporan

tepat pada waktunya.

BAB VI
KE'I'ENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dlalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;

(r/
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\.2) Uraian tugas akan diatur
Kabupaterr Katingan.

lebih lanjut dengan KePutusan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 37

Kepala Dinas Pendidikan

Feraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap oratlg mengetahuinya, memerintahkan pengurtclangan Peraturan BuBati ini

Oengan penempatannya dalam Beriter Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
parda tang gal, 7l Juhi 2009

BUPAThKATINGAN,
l./
v

il._
DUWEL RAWING

Diundangkan di l(asongan
pada tanggal, ,*Jubi 2a09

PIt. SEKRETI{RIS DAERAH

"*"unrrNGAN'

CHRISTANTWC} TATEL LADJU

BERITA DAERI\H KABUPATEN KI{TINGAN TAHUN 2OO9 MOMON ..?(
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